
REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2026 ALOKASI 2026 (RIBU)

01 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif 20.496.394,0

01.01 Persentase daerah dengan laporan/pengaduan masyarakat yang meningkat pada lokasi penyelenggaraan akses pengaduan pelayanan publik 90

01.02 Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat 123

01.03 Rata-rata waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 178

Total 20.496.394,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01 Terwujudnya Penyelesaian

Laporan/Pengaduan Masyarakat

yang Efektif

20.496.394,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 188.421,0

01.BAH.001 Akses Pengaduan Pelayanan

Publik

188.421,0

051 - Persiapan Peningkatan

Akses Pengaduan Pelayanan

Publik

21.760,0

Pusat Pusat 21.760,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

:2. PROGRAM CG - Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif

:4. KEGIATAN 5618 - Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 04 - Deputi Penyelesaian Laporan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

052 - Pembukaan Gerai

Pengaduan, Konsultasi,

Sosialisasi dan Edukasi

Pelayanan Publik

143.754,0

Pusat Pusat 143.754,0

053 - Evaluasi dan

Penyusunan Laporan

Peningkatan Akses

Pengaduan Pelayanan Publik

22.907,0

Pusat Pusat 22.907,0

01.BDB Fasilitasi dan Pembinaan

Lembaga

12.044,0

01.BDB.001 Jaringan Pengawasan

Pelayanan Publik oleh Pusat

6.900,0

051 - Pengembangan

Jaringan Pengawasan

Pelayanan Publik oleh Pusat

6.900,0

Pusat Pusat 6.900,0

01.BDB.002 Jaringan Pengawasan

Pelayanan Publik oleh

Perwakilan

5.144,0

051 - Pengembangan

Jaringan Pengawasan

Pelayanan Publik oleh

Perwakilan

5.144,0

Pusat Pusat 5.144,0

01.QAA Pelayanan Publik kepada

masyarakat

20.295.929,0

01.QAA.001 Laporan/Pengaduan

Masyarakat yang Diselesaikan

Ombudsman RI Pusat

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan

Transformasi Tata
Kelola Pelayanan
Publik dan
Pembangunan

Tata Kelola
Pelayanan
Publik

Penguatan
Pengawasan
Eksternal
Pelayanan
Publik

4.437.543,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

051 - Perencanaan

Penyelesaian Laporan

29.824,0

Pusat Pusat 29.824,0

052 - Penerimaan dan

Verifikasi Laporan oleh

Ombudsman RI Pusat

387.460,0

Pusat Pusat 387.460,0

053 - Pemeriksaan Laporan

oleh Ombudsman RI Pusat

2.838.993,0

Pusat Pusat 2.838.993,0

054 - Resolusi dan

Monitoring

Laporan/Pengaduan

488.468,0

Pusat Pusat 488.468,0

055 - Penguatan

Pengelolaan

Laporan/Pengaduan

Pelayanan Publik

73.460,0

Pusat Pusat 73.460,0

056 - Rapat Koordinasi

Penyelesaian

Laporan/Pengaduan

Masyarakat

254.672,0

Pusat Pusat 254.672,0

057 - Pengawasan Rutin

Pengawasan Pelayanan

Publik

334.986,0

Pusat Pusat 334.986,0

058 - Penyusunan Laporan

Penyelesaian Laporan

29.680,0

Pusat Pusat 29.680,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QAA.002 Laporan/Pengaduan

Masyarakat yang Diselesaikan

Ombudsman RI Perwakilan

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan

Transformasi Tata
Kelola Pelayanan
Publik dan
Pembangunan

Tata Kelola
Pelayanan
Publik

Penguatan
Pengawasan
Eksternal
Pelayanan
Publik

11.867.665,0

051 - Penerimaan dan

Verifikasi Laporan oleh

Ombudsman RI Perwakilan

3.525.185,0

Pusat Pusat 3.525.185,0

052 - Pemeriksaan Laporan

oleh Ombudsman RI

Perwakilan

7.312.846,0

Pusat Pusat 7.312.846,0

053 - Pengawasan Rutin

Pengawasan Pelayanan

Publik

1.029.634,0

Pusat Pusat 1.029.634,0

01.QAA.003 Laporan Investigasi Atas

Prakarsa Sendiri (IAPS)

Ombudsman RI yang

Dilaksanakan Penyelenggara

Pelayanan Publik

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan

Transformasi Tata
Kelola Pelayanan
Publik dan
Pembangunan

Tata Kelola
Pelayanan
Publik

Penguatan
Pengawasan
Eksternal
Pelayanan
Publik

1.430.610,0

051 - Tahap Persiapan 226.100,0

Pusat Pusat 226.100,0

052 - Tahap Pelaksanaan 1.148.824,0

Pusat Pusat 1.148.824,0

053 - Monitoring dan

Pelaporan IAPS oleh Tim

Adhoc

55.686,0

Pusat Pusat 55.686,0





KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT /

RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN

/ KOTA

01.QAA.004 Laporan Investigasi Atas

Prakarsa Sendiri (IAPS)

Ombudsman RI yang Bersifat

Tematik dan Selektif Khusus

Program Prioritas Presiden

Memperkuat Reformasi
Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan

Transformasi Tata
Kelola Pelayanan
Publik dan
Pembangunan

Tata Kelola
Pelayanan
Publik

Penguatan
Pengawasan
Eksternal
Pelayanan
Publik

2.560.111,0

051 - Tahap Persiapan 514.080,0

Pusat Pusat 514.080,0

052 - Tahap Pelaksanaan 2.046.031,0

Pusat Pusat 2.046.031,0

Total 20.496.394,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif 20.496.394,0 0,0 0,0 0,

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya layanan/ bidang/
dokumen/ Miliar Rp/
titik

188.421,0 0,0 0,0 0,

01.BAH.001 Akses Pengaduan Pelayanan Publik 3 layanan 188.421,0 10 14 18 0,0 0,0 0,

01.BAH.001.051 Persiapan Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik 0,0 Kegiatan 0,0 21.760,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.BAH.001.052 Pembukaan Gerai Pengaduan, Konsultasi, Sosialisasi dan

Edukasi Pelayanan Publik

0,0 Kegiatan 0,0 143.754,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.BAH.001.053 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Peningkatan Akses

Pengaduan Pelayanan Publik

0,0 Kegiatan 0,0 22.907,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Lembaga/ Unit Kerja/
Tim

12.044,0 0,0 0,0 0,

01.BDB.001 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat 1 Lembaga 6.900,0 4 5 5 0,0 0,0 0,

01.BDB.001.051 Pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh

Pusat

0,0 Lembaga 0,0 6.900,0 4,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,

01.BDB.002 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan 1 Lembaga 5.144,0 34 34 34 0,0 0,0 0,

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)





KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT

/ KOMPONEN

TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2026

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2027 2028 2029 2027 2028 2029

01.BDB.002.051 Pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh

Perwakilan

0,0 Lembaga 0,0 5.144,0 34,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,

01.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat Orang/ Akta/ Bidang/
Laporan

20.295.929,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001 Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI

Pusat

725 Laporan 4.437.543,0 750 775 800 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.051 Perencanaan Penyelesaian Laporan 1,0 Kegiatan 29.824,0 29.824,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.052 Penerimaan dan Verifikasi Laporan oleh Ombudsman RI Pusat 1,0 Kegiatan 387.460,0 387.460,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.053 Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Pusat 1,0 Kegiatan 2.838.993,0 2.838.993,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.054 Resolusi dan Monitoring Laporan/Pengaduan 1,0 Kegiatan 488.468,0 488.468,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.055 Penguatan Pengelolaan Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik 1,0 Kegiatan 73.460,0 73.460,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.056 Rapat Koordinasi Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat 1,0 Kegiatan 254.672,0 254.672,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.057 Pengawasan Rutin Pengawasan Pelayanan Publik 1,0 Kegiatan 334.986,0 334.986,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.001.058 Penyusunan Laporan Penyelesaian Laporan 1,0 Kegiatan 29.680,0 29.680,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.002 Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI

Perwakilan

7100 Laporan 11.867.665,0 7200 7300 7400 0,0 0,0 0,

01.QAA.002.051 Penerimaan dan Verifikasi Laporan oleh Ombudsman RI

Perwakilan

1,0 Perwakilan 3.525.185,0 3.525.185,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.002.052 Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan 1,0 Perwakilan 7.312.846,0 7.312.846,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.002.053 Pengawasan Rutin Pengawasan Pelayanan Publik 1,0 Perwakilan 1.029.634,0 1.029.634,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.003 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI

yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik

17 Laporan 1.430.610,0 24 31 43 0,0 0,0 0,

01.QAA.003.051 Tahap Persiapan 1,0 Kegiatan 226.100,0 226.100,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.003.052 Tahap Pelaksanaan 1,0 Kegiatan 1.148.824,0 1.148.824,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.003.053 Monitoring dan Pelaporan IAPS oleh Tim Adhoc 1,0 Kegiatan 55.686,0 55.686,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.004 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI

yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas

Presiden

34 Laporan 2.560.111,0 110 148 209 0,0 0,0 0,

01.QAA.004.051 Tahap Persiapan 1,0 Kegiatan 514.080,0 514.080,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

01.QAA.004.052 Tahap Pelaksanaan 1,0 Kegiatan 2.046.031,0 2.046.031,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,

Total 20.496.394,0 - - - 0,0 0,0 0,



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif 20.496.394,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.496.394,0

01.BAH Pelayanan Publik Lainnya 188.421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188.421,0

01.BAH.001 Akses Pengaduan Pelayanan Publik 188.421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188.421,0

01.BAH.001.051 Persiapan Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik Utama 21.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.760,0

01.BAH.001.052 Pembukaan Gerai Pengaduan, Konsultasi, Sosialisasi dan Edukasi

Pelayanan Publik

Utama 143.754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143.754,0

01.BAH.001.053 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Peningkatan Akses Pengaduan

Pelayanan Publik

Utama 22.907,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.907,0

01.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 12.044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.044,0

01.BDB.001 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat 6.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0

01.BDB.001.051 Pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat Utama 6.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.900,0

01.BDB.002 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan 5.144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.144,0

01.BDB.002.051 Pengembangan Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan Utama 5.144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.144,0

01.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 20.295.929,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.295.929,0

01.QAA.001 Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat 4.437.543,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.437.543,0

01.QAA.001.051 Perencanaan Penyelesaian Laporan Utama 29.824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.824,0

01.QAA.001.052 Penerimaan dan Verifikasi Laporan oleh Ombudsman RI Pusat Utama 387.460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387.460,0

01.QAA.001.053 Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Pusat Utama 2.838.993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.838.993,0

01.QAA.001.054 Resolusi dan Monitoring Laporan/Pengaduan Utama 488.468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488.468,0

01.QAA.001.055 Penguatan Pengelolaan Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik Utama 73.460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73.460,0

01.QAA.001.056 Rapat Koordinasi Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Utama 254.672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254.672,0

01.QAA.001.057 Pengawasan Rutin Pengawasan Pelayanan Publik Utama 334.986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334.986,0

01.QAA.001.058 Penyusunan Laporan Penyelesaian Laporan Utama 29.680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.680,0

01.QAA.002 Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI

Perwakilan

11.867.665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.867.665,0

01.QAA.002.051 Penerimaan dan Verifikasi Laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Utama 3.525.185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.525.185,0

01.QAA.002.052 Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan Utama 7.312.846,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.312.846,0

01.QAA.002.053 Pengawasan Rutin Pengawasan Pelayanan Publik Utama 1.029.634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.029.634,0

01.QAA.003 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang

Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik

1.430.610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.430.610,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.QAA.003.051 Tahap Persiapan Utama 226.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226.100,0

01.QAA.003.052 Tahap Pelaksanaan Utama 1.148.824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.148.824,0

01.QAA.003.053 Monitoring dan Pelaporan IAPS oleh Tim Adhoc Utama 55.686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55.686,0

01.QAA.004 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang

Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden

2.560.111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.560.111,0

01.QAA.004.051 Tahap Persiapan Utama 514.080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 514.080,0

01.QAA.004.052 Tahap Pelaksanaan Utama 2.046.031,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.046.031,0

Total 20.496.394,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.496.394,0

Jakarta, 27 Januari 2026
Sekretaris Jenderal

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


